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MOTTO 
 

                       

                           

                         

        

 

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 

Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negara adalah untuk 

Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang 

yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-

Nya”. (Q.S. Al-Hasyr 59: ayat 7)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta Pusat: Beras 

Alfath), 545. 
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ABSTRAK 

Achmad Sofyan Nabawi, 2024: Barrier To Entry Dalam Persaingan Usaha Di 

Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi  syariah dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

Kata Kunci : Barrier to entry, Persaingan usaha, Hukum ekonomi Syariah, 

Undang-undang. 

     Munculnya suatu usaha karena adanya kebutuhan dan keinginan dari 

masyarakat yang hanya dapat dipenuhi dengan melakukan jual beli. Banyaknya 

kemauan atas kebutuhan masyarakat dapat memunculkan banyak pelaku usaha 

yang berlomba lomba untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat, 

yang pada akhirnya memunculkan persaingan antara pelaku usaha yang satu 

dengan yang lainnya yang biasanya dilakukan dengan cara yang tidak benar 

dengan menghalangi antar pelaku usaha. 

 Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perspektif 

hukum ekonomi syariah terhadap Barrier To Entry dalam persaingan usaha di 

Indonesia?. 2)Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang  larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terhadap 

Barrier To Entry dalam persaingan usaha di Indonesia?. Tujuan penelitian ini iala 

: 1) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi 

syariah terhadap Barrier To Entry dalam  persaingan usaha di Indonesia?. 2) 

Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Barrier To Entry dalam persaingan usaha di 

Indonesia? 

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian 

dengan kajian kepustakaan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu : bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam proses 

analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, komparatif dan 

memberikan argumentasi sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. 

 Penelitian ini memperoleh hasil: 1) Barrier To Entry dalam persaingan 

usaha di Indonesia menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena dapat 

mengarah pada praktek monopoli perdagangan yang disebut dengan talaqqi rukban . 

2) Dilarangnya Barrier To Entry dalam persaingan usaha diatur dalam undang-

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Dalam pasal 19, pasal 24, pasal 10,  pasal 17, pasal 25 dan pasal 

15. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Dalam sebuah usaha tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yaitu jual 

beli untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Salah satu 

bentuk usaha adanya sistem jual beli yang awal mulanya dimulai dengan 

sistem barter, kemudian beralih ke sistem jual beli menggunakan mata uang.
2
 

munculnya suatu usaha karena adanya kebutuhan dan keinginan dari 

masyarakat yang hanya dapat dipenuhi dengan melakukan jual beli. 

Banyaknya kemauan atas kebutuhan masyarakat dapat memunculkan banyak 

pelaku usaha yang berlomba lomba untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya memunculkan persaingan antara 

pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya.  

Persaingan dalam dunia usaha tidak selalu sehat jika terdapat 

kesenjangan yang cukup besar antara pelaku persaingan usaha. Salah satu 

tindakan yang berdampak pada kestabilan ekonomi adalah praktik barrier to 

entry yaitu tindakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku 

usaha tertentu untuk menghalangi. Salah satu contoh permasalahan barrier to 

entry yang menyimpang dari Hukum Ekonomi Syariah  dan Undang Undang 

No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

                                                           
2
 Mas Rara Tri Retno Herryani, and Harsono Njoto , "Perlindungan Hukum Terhadap 

Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace,” Transparansi Hukum 12, no.1 (2022): 

110-111 



2 
 

 

 

tidak sehat adalah praktik kartel dalam industri tertentu terutama dalam 

konteks keadilan, keberkahan dan keseimbangan. 

Persaingan usaha adalah seperangkat hukum yang mengatur mengenai 

segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha dan mencakup perilaku 

yang boleh dan dilarang oleh pelaku usaha. Dalam dunia perdagangan ini ada 

istilah yang namanya praktek monopoli yang bisa dikatakan sebagai kegiatan 

pemusatan kegiatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga 

dapat merugikan kepentingan umum. di Indonesia harus ada persaingan yang 

sehat dan wajar, aturan-aturan dalam dunia usaha serta dalam persaingan 

usaha tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3
 Ada tiga sanksi 

yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha jika melakukan kegiatan ini yakni 

tindakan administratif, pidana pokok, dan juga pidana tambahan.
4
  

Adapun lembaga yang mengawasi perihal kegiatan ini ialah Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kelembagaannya hanya berwenang 

memberikan sanksi tindakan administratif. Dalam kegiatan persaingan usaha 

tidak sehat memiliki istilah larangan yang pantang dilakukan oleh pelaku 

usaha yakni barrier to entry yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

                                                           
3
 ibnu hajar al asqalani, Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum (Jakarta: Gema Insani, 

2003), 237. 
4
 Nina Herlina, "Tinjauan Terhadap Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha 

Tidak Sehat," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi  6, no. 1 (2018): 107-116. 
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oleh pelaku usaha untuk menghambat atau menghalangi masuknya pelaku 

usaha pesaingnya yang lebih berpotensi di pasar.
5
  

Meskipun telah dibentuk aturan hukum yang mengatur mengenai 

larangan praktek monopoli di Indonesia, namun tak jarang dijumpai 

permasalahan mengenai pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya 

menyeleweng dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu yaitu 

dalam menghalangi atau menghambat para pelaku usaha yang lain untuk 

masuk dalam pasar yang sama. Karena adanya pesaing usaha yang baru masuk 

kedalam pasar dengan modal usaha yang cukup besar bisa membuat 

persaingan usaha tidak stabil bahkan bisa muncul kecurangan yang dilakukan 

oleh pengusaha tersebut.
6
 

Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha agar pelaku usaha lain tidak dapat 

berkembang dan maju dengan barang atau jasa yang dimilikinya sehingga 

tidak mengurangi daya beli konsumen terhadap pelaku usaha lama. Tentu di 

pasar persaingan usaha negara indonesia sangat dilarang untuk dilakukan oleh 

pelaku usaha karena dapat merugikan atau menghambat/menghalangi pelaku 

usaha lain untuk terjun dalam persaingan usaha yang sama, hal ini selaras 

dengan aturan dilarangnya barrier to entry yang dikelompokkan dalam 

beberapa alasan dalam sistem persaingan usaha di indonesia yaitu dalam 

(pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24) yang menerangkan tentang larangan 

menghalangi kepentingan daya beli konsumen, dapat menghambat persaingan 

                                                           
5
 Zaenal Abidin, and R, Mahelan Prabantarikso,  Konsep dan penerapan GCG pada 

lembaga keuangan dan BUMN, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021),  12. 
6
 Pasal 36 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 
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(asas demokrasi pasal 2), dapat menguasai produksi dan atau pemasaran 

dalam pasar bersangkutan (pasal 19 dan pasal 24), dapat mengarah pada 

praktik monopoli (pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b), dapat merusak 

mekanisme pasar (pasal 18), demi kepentingan nasional, dapat menimbulkan 

posisi dominan bersifat umum dalam pasar (pasal 25 ayat 1 huruf c serta pasal 

15).
7
 Peraturan ini sudah sangat jelas diterangkan dalam undang-undang dan 

juga kegiatan ini dilarang dalam hukum islam dan termasuk dalam tindakan 

talaqqi al-rukban artinya menghalangi pedagang untuk masuk dalam pasar 

yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain 

dan juga termasuk dalam kemudharatan.  

Dalam islam sendiri kegiatan dagang atau jual beli ini merupakan 

kegiatan pemenuhan kebutuhan masing-masing personal manusia, karena 

hubungan manusia ini sebagai makhluk sosial dalam islam dikenal dengan 

muamalah atau secara etimologi sama maknanya dengan al-musa'adah atau 

saling berbuat. Bentuk muamalah sangatlah beragam bentuknya diantaranya 

adalah jual beli, gadai, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, 

kerjasama dan lain sebagainya. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan dari 

muamalah yang telah disebutkan tersebut yang paling sering dilakukan oleh 

manusia di kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli.
8
  

                                                           
7
 Rachmadi Usman,  Hukum persaingan usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 

53. 
8
 Zainil Ghulam, “Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam”, IQTISHODUNA: Jurnal 

Ekonomi Islam, 5, no.2 (2016): 277-297. 
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Dalam perspektif islam mengenai jual beli dan rezeki telah dijelaskan 

dalam hadist shahih, diriwayatkan oleh ibnu Hibban (3239 dan 3241) yang 

berbunyi:  

 , َّهُ لنَْ يمَُوْتَ العَبْدُ حَتََّّ يبَْلغَُ آ خِرَ رِزْقٍ هُوَ لََُ ن
ِ
زْقَ, فإَ ِ لَا تسَْتبَْطِئُوْاالر 

لبَِ, آَخْذِ الحلََالِ وَ ترَْكِ الحرََامِ  لوُْا فِِ الطَّ  فأَجَِْْ
Artinya: Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. 

sesunggungnya, tidak ada seorangpun meninggalkan dunia ini, melainkan 

setelah sempurna rezekinya. Carilah  rezeki dengan cara yang baik (dengan ) 

mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. 

 

Barrier To Entry dalam perspektif islam bagaikan muamalah, dalam 

islam muamalah diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang 

berhubungan dengan tata cara hidup dengan sesama umat manusia untuk 

memenuhi keperluan kebutuhan hidup sehari hari. Seperti jual beli termasuk 

dalam kegiatan muamalah. Tujuan muamalah untuk terciptanya hubungan 

yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang 

rukun dan tentram.
9
 

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Barrier To Entry yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku usaha merupakan hal yang 

penting dalam memastikan keadilan dan persaingan yang sehat dalam pasar, 

tindakan talaqqi rukban yang menghalangi kafilah dagang untuk masuk dalam 

pasar di dalam hukum islam dilarang karena dapat merugikan pihak lain dan 

mengganggu harga pasar yang sebenarnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, 

prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan seharusnya sangat dijunjung 

                                                           
9
 Yogi aditya pratama, “Analisis Barrier To Entry dalam Undang Udang No 5 Tahun 1999 

Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, UIN Fatmawati 

Soekarno Bengkulu, 2023), 11-12 
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tinggi di dalam persaingan usaha. Di dalam fiqh kemudharatan harus 

dihilangkan karena hanya menguntungkan salah satu pihak, di sisi lain 

regulasi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan hajat orang banyak, 

seperti melalui Barrier To Entry dalam sektor tertentu, dapat diperbolehkan 

karena memenuhi kebutuhan tersebut.
10

 

Di Indonesia terdapat banyak segala bidang usaha yang dijalankan 

masyarakat Indonesia untuk memenuhi segala kebutuhan dan menjadi tempat 

perputaran ekonomi, dalam menjalankan usaha tentu terdapat persaingan 

antara sesama pelaku usaha baik usaha sejenis atau beda jenis atau bidang. 

Dalam perkembangan usaha tentu membuat persaingan usaha sangat 

bervariatif  dan tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha menggunakan 

cara-cara yang tidak dibenarkan dalam proses persaingan yang menyebabkan 

pelanggaran bagi persaingan usaha. Persaingan ini dilakukan supaya 

memperoleh apa yang diinginkan dalam pangsa pasar dengan daya beli yang 

tinggi oleh masyarakat atau produk yang ditawarkan oleh masing-masing 

pelaku usaha.
11

 Dalam Indonesia terdapat beberapa bidang usaha yang 

melakukan persaingan tidak sehat salah satunya adalah usaha penerbangan 

BUMN, usaha Expedisi dan jasa angkut Grab Car dengan PT Teknologi 

Pengangkutan Indonesia (TPI). 

Sebab itu di indonesia terdapat berbagai hukum seperti hukum ekonomi 

syariah dan hukum positif indonesia maka penelitian ini ingin mengetahui 

                                                           
10

 Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran 

Pajak Restoran di Kota Padang)," IJTIHAD Vol 10 no, 1, (2020): 7 
11

 Tri Joko Utomo, “Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern,” Jurnal Ilmiah 

Ekonomi, 8 no. 1, (2011): 31. 
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bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang  larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat.  Dengan begitu penulis tertarik untuk menulis judul skripsi “BARRIER 

TO ENTRY DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA 

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN 

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK 

SEHAT”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti menyusun fokus penelitian, 

sehingga penelitian ini lebih spesifik. Adapun fokus penelitian yang akan 

dipaparkan dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Barrier To Entry 

dalam persaingan usaha di Indonesia? 

2. Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  

larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terhadap 

Barrier To Entry dalam persaingan usaha di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, peneliti akan 

menyampaikan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini 

memiliki tujuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan 
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jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif hukum 

ekonomi syariah terhadap Barrier To Entry dalam  persaingan usaha di 

Indonesia? 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat terhadap Barrier To Entry dalam persaingan 

usaha di Indonesia? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Barrier To Entry Dalam Persaingan Usaha di 

Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999” adalah sebagai bentuk untuk mencari ilmu pengetahuan dan rasa 

ingin tahu penulis dalam memahami potensi pelanggaran terhadap barrier to 

entry dalam persaingan usaha. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat 

yang baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi 

peneliti sendiri. Besarnya manfaat yang telah diberikan menunjukkan nilai dan 

kualitas dari penelitian ini. Maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi 

pengembangan dalam substansi keilmuan, sebagai bahan referensi pada 

perpustakaan, terlebih pada bagian hukum persaingan usaha, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 
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pemahaman praktisi hukum, pihak yang terlibat dalam persaingan usaha 

tidak sehat , dan masyarakat umum terkait dengan potensi pelanggaran 

terhadap objek Barrier To Entry dalam persaingan usaha. Dengan 

demikian, peneliti berharap dengan hasil penelitian ini dapat menjadi 

landasan untuk perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang relevan dan 

memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam  

persaingan usaha yang tidak sehat.
12

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam 

pengembangan hukum persaingan usaha, dan juga sebagai penutup tugas 

akhir dalam perkuliahan sehingga memperoleh arti sebuah kelulusan.  

b. Bagi almamater UIN KHAS Jember 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pihak yang 

ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan objek pembahasan ini. Hasil penelitian ini, dapat dijadikan 

bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang potensi pelanggaran 

terhadap persaingan usaha. Penelitian ini kedepannya diharapkan bisa 

memberikan kontribusi wawasan ilmu pengetahuan dan menambah 

referensi terhadap pemikiran para akademisi, praktisi-praktisi, serta 

seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dalam. memahami persaingan 

usaha berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-

                                                           
12

 Indra Prasetia, Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta: Umsu 

Press, 2022), 219. 
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undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Barrier To Entry dalam 

persaingan usaha di Indonesia sebagai rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang mempunyai substansi sama 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat mengetahui hukum ekonomi syariah dan hukum positif 

Indonesia dalam Barrier to Entry dalam persaingan usaha di Indonesia. 

Dan memberikan manfaat serta pengetahuan kepada seluruh masyarakat 

terkait barrier to entry dalam persaingan usaha. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini yakni tentang istilah-istilah yang 

menjadi fokus perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Titik perhatian ini 

bertujuan untuk menjelaskan poin penting dalam judul sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud 

oleh peneliti. Sehingga dengan membaca judul tidak lagi menimbulkan 

pernyataan apalagi banyak penafsiran.
13

 

1. Barrier To Entry 

Secara umum Barrier To Entry terdiri dari dua kata yaitu Barrier 

dan entry, barrier sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia 

memiliki makna penghalang atau hambatan atau pencegah, sedangkan 

entri yaitu tindakan masuk atau masuk ke sebuah tempat. Dari penjelasan 

di tersebut bisa diartikan bahwa pengertian Barrier To Entry adalah 

                                                           
13

 Tim Penyusun UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:  

UIN KHAS Jember, 2021), 52. 
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menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk 

masuk.
14

  

2. Persaingan Usaha  

Persaingan usaha adalah suatu kondisi dimana dua pihak atau 

lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang 

sama dalam suatu bisnis tertentu. persaingan usaha dapat  terjadi karena 

produsen atau penjual saling bersaing sehat dan persaingan tidak sehat. 

persaingan yang sehat dapat dilihat dari stabilitas harga. persaingan usaha 

tidak sehat dapat menggunakan mekanisme  seperti manipulasi data, 

manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.
15

 

Umumnya orang menjalankan usaha untuk memperoleh 

keuntungan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar 

untuk memenuhi kebutuhan hidup maka mendorong banyak orang 

menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun usaha beda 

jenis. Dari kebutuhan itulah yang menimbulkan persaingan usaha diantara 

pelaku usaha. Sebab itulah persaingan dalam dunia usaha menjadi hal 

yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha 

merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, 

                                                           
14

 Hanna Firdausa Pratonggopati,  Aurelia Salsabila Novalika, and Anita Afriana,  

“Barrier to Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia 

Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Sosial Teknologi .3, no. 12, (2023): 1004-

1012. 
15

 Amanda Ayu Rizkia, and Suci Rahmawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti 

Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan 

Pelaku Usaha (Literature Review Etika)." Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 5 (2021): 631-

643. 
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walaupun adanya persaingan usaha sehat dan tidak sehat. Persaingan 

usaha tidak sehat (negative) akan berakibat pada:  

a. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha  

b. Timbulnya praktik monopoli, dimana pasar dikuasai hanya oleh pelaku 

usaha tertentu. 

c. Kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan 

menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.
16

  

3. Hukum Ekonomi Syariah  

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang 

menitik beratkan pada muamalah, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah 

laku manusia dalam rangka produksi, distribusi, dan konsumsi yang 

sepenuhnya berlandaskan pada ajaran islam. Prinsip  dasar hukum 

ekonomi syariah adalah menghindari transaksi yang merugikan dan tidak 

sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan umum. 

Lebih lanjut, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan 

dalam distribusi kekayaan dan distribusi manfaat di seluruh lapisan 

masyarakat.
17

 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat 

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan Undang-undang 

                                                           
16

 Hikmahanto Juanan, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999,” 

Jurnal Magister Hukum, 1, (1999): 32. 
17

  Edo Segara Gustanto, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengentaskan 

Kemiskinan” (skripsi, UII Yogyakarta, 2023), 23. 
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yang mengatur tentang adanya larangan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. yang mana tujuan terbentuknya Undang-undang ini 

untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 

persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil.
18

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini berisikan penjelasan mengenai alur 

pembahasan penelitian, alur ini diawali dari bab pendahuluan hingga akhir bab 

yaitu penutup. Format sistematika penulisan pembahasanya dalam bentuk 

deskriptif naratif bukan seperti daftar isi. 
19

Adapun sistematika pembahasan 

penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, bab pertama ini membahas aspek-aspek seperti 

latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai definisi istilah. 

BAB II : Dalam bab ini kajian kepustakaan yang membahas teori yang 

diterapkan dalam penelitian Ini, dan juga membahas tentang 

penelitian-penelitian terdahulu. 

BAB III : Metode Penelitian, dalam bagian ini diuraikan mengenai jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data 

                                                           
18

 Sudiarto, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. (Jakarta, Prenada Media, 

2021), 48. 
19

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Khas Jember ( Jember, UIN 

Khas Jember 2023), 99. 
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BAB IV : Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terkait BARRIER TO ENTRY DALAM PERSAINGAN 

USAHA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI 

SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. 

BAB V : Bagian akhir dari sebuah karya ilmiah ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diperoleh dari isi 

pembahasan karya tulis ilmiah peneliti yang diharapkan dapat 

menjadi sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara 

yang memiliki keterkaitan dengan temuan penelitian dan juga 

menandai akhir dari sebuah penelitian. 

 

 

 

 



15 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tersebut bermaksud untuk mengetahui sejauh 

mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu 

yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah: 

1. Desi Putri Rahayu, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap 

Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 

(Akuisisi) PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga 

Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)”.
20

  

Fokus penelitian ini bagaimana sanksi keterlambatan 

pemberitahuan pengambilan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral 

Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan bagaimana akibat ketidak 

sesuaian sanksi dalam putusan perkara Nomor 17 KPPU M/2020 dengan 

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan menggunakan 

Undang-undang, konseptual dan kasus. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pada sanksi keterlambatan 

dalam pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, sanksi yang diberikan KPPU 

tidak boleh memberatkan pelapor. dan akibat ketidaksesuaian sanksi 

                                                           
20

 Desi Putri Rahayu, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT 

Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU-M/2020)” (Skripsi,  UIN KHAS 

Jember, 2024). 
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yang diberikan karena adanya keringanan pada pemberian denda 

menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kejelasan pada pelanggar.   

perbedaan dan persamaan pada penelitian ini yaitu perbedaannya 

terdapat pada fokus penelitiannya,  peneliti dahulu menjelaskan tentang 

bagaimana sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT 

Wana Bhakti Sukses Mineral Oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 

dan bagaimana akibat ketidak sesuaian sanksi dalam putusan perkara 

Nomor 17 KPPU-M/2020. Sedangkan penelitian saat ini membahas 

tentang Barrier to entry dalam persaingan usaha di Indonesia perspektif 

hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti terkini yaitu 

terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan mengenai 

persaingan usaha. 

2. Hesti Erfiani (2021), “Praktik Barrier To Entry yang Bertentangan 

Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Grab dengan 

PT TPI dalam putusan komisis pengawasan persaingan Usaha 

Nomor 13/KPPU-1/2019 tentang Angkutan Sewa Khusus)”.
21

 

                                                           
21

 Hesti Erfiani, “Praktik Barrier To Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Grab 

dengan PT TPI dalam putusan komisis pengawasan persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-1/2019 

tentang Angkutan Sewa Khusus)” (Skripsi, UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021) 
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Fokus penelitian ini  ingin mengetahui bagaimana putusan 

mahkamah agung dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah terkait 

pelanggaran pasal 14, pasal 15 ayat (2) dan pasal 19 huruf d Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa angkut sewa khusus yang 

dilakukan oleh Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. 

KPPU menyatakan ditemukannya persaingan usaha tidak sehat yang 

dilakukan Grab Car dalam orderan. Grab Car dan PT TPI diduga 

melakukan monopoli orderan taksi online dengan memberikan prioritas 

kepada mitra mitra pengemudi yang bergabung dengan PT TPI sehingga 

mendapatkan kesempatan yang lebih istimewa dalam menggaet 

penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya. Menggunakan metode 

penulisan kepustakaan dengan menggunakan keputusan dan undang-

undang yang berkaitan dengan barrier to entry. 

Adapun perbedaannya peneliti dahulu mengetahui bagaimana 

putusan mahkamah agung ditinjau dari hukum ekonomi syariah terkait 

pelanggaran terkait jasa angkut sewa khusus yang dilakukan oleh Grab 

dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Sedangkan penelitian 

saat ini  menjelaskan mengenai perbandingan perspektif antara hukum 

ekonomi syariah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengenai barrier to 

entry dalam persaingan usaha di Indonesia, dengan mengambil beberapa 

usaha yang tidak sehat dalam persaingan usaha. 
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3. Raafid Haidar Herfian and Anna Maria Tri Anggraini (2023), 

“Tindakan Menghambat Masuk (Barrier To Entry) Pelaku Usaha 

Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.
22

 

Fokus penelitian ini bagaimana kualifikasi tindakan pelaku usaha 

yang dapat dikategorikan menghambat masuk berdasarkan hukum 

persaingan usaha. dari fokus masalah penelitian ini ditemukan faktor 

yang menghambat masuk pelaku usaha berdasarkan hukum persaingan 

usaha yaitu yang pertama faktor alamiah yang dimiliki usaha, faktor ini 

terjadi pada pelaku yang memiliki posisi monopoli yang dapat 

menghambat pelaku usaha lain dengan cara memotong harga. Kedua 

faktor legal yang merupakan kondisi dimana hanya terdapat pelaku usaha 

dalam satu pasar yang memang diakibatkan adanya peraturan atau 

regulasi yang mengatur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif 

menggunakan data sekunder. Menggunakan penelitian normatif dan data 

dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.  

Adapun perbedaan peneliti terdahulu menjelaskan tentang 

kualifikasi tindakan pelaku usaha yang dapat dikategorikan menghambat 

masuk berdasarkan hukum persaingan usaha. Sedangkan penelitian ini 

melihat bagaimana barrier to entry dalam persaingan usaha berdasarkan 

perspektif antara hukum ekonomi syariah dengan Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat dengan mengambil beberapa usaha yang tidak sehat dalam 
                                                           

22
 Raafid Haidar Herfian and Anna Maria Tri Anggraini, “Tindakan Menghambat Masuk 

(Barrier To Entry) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Reformasi 

Hukum Trisakti, 5, No. 4 ( 2023) 
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persaingan usaha. Persamaannya terdapat pada pembahasan mengenai 

barrier to entry dan menggunakan penelitian normatif.  

4. Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabilla Novalika and 

anita Afriana (2023), “Barrier To Entry Terhadap Jasa Ekspedisi 

Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari 

Aspek Hukum Persaingan Usaha”.
23

 

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana sistem maupun dampak penetapan atau penunjukan secara 

sepihak jasa ekspedisi dalam aktivitas perdagangan online yang berakibat 

terjadinya barrier to entry jika dilihat dari perspektif hukum persaingan 

usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif 

dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan-peraturan terkait 

serta pendekatan studi pustaka. Selain itu bahan hukum didapatkan dari 

hasil wawancara dengan narasumber KPPU. 

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat 

ini yaitu perbedaan peneliti terdahulu dan penelitian saat ini terdapat 

pada objek dan fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas 

mengenai dampak atas penetapan  barrier to entry dalam jasa expedisi 

pada perdagangan online dilihat dari hukum persaingan usaha. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang 

Barrier to entry pada persaingan usaha di Indonesia berdasarkan 

perspektif dari ekonomi syariah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

                                                           
23

 Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novika, “Barrier To Entry Terhadap 

Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum 

Persaingan Usaha, Jurnal Sosial dan Teknologi, 3, no. 12, (2023). 
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1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. Persamaannya yaitu metode yang digunakan yaitu normatif.  

5. Siti Nur Maulidatun Nafisah (2017),”Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Dengan Cara Jual Rugi Atau predatory pracing di Kecamatan 

Bangsal Sari, Kabupaten Jember Dalam perspektif Undang- undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi 

Islam”
24

 

Fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk 

persaingan usaha tidak sehat dengan cara jual rugi  atau predatory 

pracing di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember dan bagaimana 

pandangan Undang- undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli 

terhadap jual rugi atau predatory pracing di Kecamatan Bangsal Sari, 

Kabupaten Jember. Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian 

menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual rugi 

atau predatory pricing ini telah merugikan banyak pihak dalam jual beli. 

Praktik merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang- undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan melanggar asas asas di 

dalam jual beli yang terdapat di dalam kompilasi hukum ekonomi 

                                                           
24

 Siti Nur Maulidatun Nafisah,  Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi 

Atau predatory pracing di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember Dalam perspektif 

Undang- undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Islam,  (Skripsi, 

UIN KHAS Jember, 2017). 
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syariah, juga telah melanggar prinsip bertransaksi bisnis yang seharusnya 

dilakukan secara adil. 

Adapun perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek yang 

diteliti yaitu jual rugi atau predatory pricing dan metode yang digunakan 

peneliti ini menggunakan pendekatan empiris dan sedangkan peneliti saat 

ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Desi Putri 

Rahayu (UIN 

KHAS 

Jember, 2024) 

Analisis Hukum 

Persaingan Usaha 

Terhadap Sanksi 

Keterlambatan 

Pemberitahuan 

Pengambilalihan 

Saham (Akuisisi) 

PT Wana Bhakti 

Sukses Mineral 

Oleh PT Saratoga 

Investama 

Sedaya Tbk 

(Studi Putusan 

Nomor 17 KPPU-

M/2020) 

Metode yang 

digunakan 

sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

normatif dan 

mengenai 

persaingan 

usaha.  

Peneliti dahulu 

berfokus mengenai 

bagaimana sanksi 

keterlambatan 

pemberitahuan 

pengambilan 

saham PT Wana 

Bhakti Sukses 

Mineral Oleh PT 

Saratoga 

Investama Sedaya 

Tbk dan 

bagaimana akibat 

ketidak sesuaian 

sanksi dalam 

putusan perkara 

Nomor 17 KPPU-

M/2020. 

Sedangkan 

penelitian saat ini 

membahas tentang 

Barrier to entry 

dalam persaingan 

usaha di Indonesia 

perspektif hukum 

ekonomi syariah 

dan Undang-

undang Nomor 5 

Tahun 1999  
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

    tentang larangan 

praktik monopoli 

dan persaingan 

usaha tidak sehat 

2 Hesti Erfiani 

(UIN K.H. 

Saifuddin 

Zuhri 

Purwokerto, 

2021) 

Praktik Barrier 

To Entry yang 

Bertentangan 

Dengan Pasal 19 

Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 

1999 Dalam 

Perspektif 

Hukum Ekonomi 

Islam (Studi 

Kasus antara 

Grab dengan PT 

TPI dalam 

putusan komisis 

pengawasan 

persaingan Usaha 

Nomor 

13/KPPU-1/2019 

tentang Angkutan 

Sewa Khusus). 

 

Membahas 

mengenai 

persaingan 

usaha 

berdasarkan 

perspektif 

hukum 

ekonomi 

syariah 

Terdapat pada 

fokus dan objek 

yang dibahas, 

penelitian ini 

berfokus terhadap 

pembahasan Studi 

Kasus antara Grab 

dengan PT TPI 

dalam putusan 

komisi 

pengawasan 

persaingan Usaha 

Nomor 13/KPPU-

1/2019 tentang 

Angkutan Sewa 

Khusus. Penelitian 

saat ini membahas 

mengenai 

persaingan usaha 

di Indonesia 

berdasarkan dua 

perspektif yaitu 

perspektif hukum 

ekonomi syariah 

dan UU Nomor. 5 

tahun 1999. 

3 Raafid Haidar 

Herfian and 

Anna Maria 

Tri Anggraini 

(Universitas  

Trisakti 

Jakarta, 2023) 

 Tindakan 

Menghambat 

Masuk (Barrier 

To Entry) Pelaku 

Usaha Dalam 

Perspektif 

Hukum 

Persaingan Usaha 

Meneliti 

terkait 

pembahasan 

barrier to 

entry dan 

metode yang 

digunakan 

yaitu normatif 

Peneliti terdahulu 

berfokus 

bagaimana 

kualifikasi 

tindakan pelaku 

usaha yang dapat 

dikategorikan 

barrier to entry 

berdasarkan 

hukum persaingan 

usaha. Sedangkan 

penelitian saat ini 

berfokus    
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

    bagaimana barrier  

to entry dalam 

persaingan usaha 

berdasarkan 

perspektif hukum 

ekonomi syariah 

dengan Undang-

undang Nomor 5 

Tahun 1999 

tentang larangan 

praktik monopoli 

dan persaingan 

usaha tidak sehat 

dengan mengambil  

beberapa usaha 

yang tidak sehat 

dalam persaingan 

usaha. 

4 Hanna 

Firdausa 

Pratonggopati, 

Aurelia 

Salsabilla 

Novalika and 

anita Afriana 

(Universitas 

Padjadjaran 

Indonesia, 

2023) 

Barrier To Entry 

Terhadap Jasa 

Ekspedisi Pada 

Aktivitas 

Perdagangan 

Online di 

Indonesia 

Ditinjau Dari 

Aspek Hukum 

Persaingan Usaha 

Membahas 

mengenai 

barrier to 

entry dan 

metode yang 

digunakan 

yaitu normatif 

penelitian 

terdahulu 

membahas 

mengenai dampak 

atas penetapan  

barrier to entry 

dalam jasa 

expedisi pada 

perdagangan 

online dilihat dari 

hukum persaingan 

usaha. Sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti membahas 

tentang Barrier to 

entry pada 

persaingan usaha 

di Indonesia 

berdasarkan 

perspektif hukum  

ekonomi syariah 

dengan Undang-

undang Nomor 5 

Tahun 1999 

tentang larangan  
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

    praktek monopoli  

dan persaingan 

usaha tidak sehat. 

5 Siti Nur 

Maulidatun 

Nafisah (UIN 

KHAS 

Jember, 2017) 

Persaingan Usaha 

Tidak Sehat 

Dengan Cara Jual 

Rugi Atau 

predatory 

pracing di 

Kecamatan 

Bangsal Sari, 

Kabupaten 

Jember Dalam 

perspektif 

Undang- undang 

No. 5 Tahun 

1999 Tentang 

Anti Monopoli 

dan Hukum 

Ekonomi Islam 

Sama-sama 

meneliti 

terkait 

persaingan 

usaha menurut 

UU No. 5 

Tahun 1999 

Tentang 

larangan 

praktek 

monopoli dan 

persaingan 

usaha tidak 

sehat. 

Terdapat pada 

fokus dan objek 

penelitiannya, 

peneliti terdahulu 

membahas 

mengenai 

persaingan usaha 

tidak sehat dengan 

cara jual rugi atau 

Predatory pricing. 

sedangkan peneliti 

saat ini membahas 

bagaimana  

Barrier to entry 

pada persaingan 

usaha di Indonesia 

berdasarkan 

perspektif hukum  

ekonomi syariah 

dan Undang-

undang Nomor 5 

Tahun 1999 

tentang larangan 

praktek monopoli 

dan persaingan 

usaha tidak sehat.. 
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B. Kajian Teori 

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat menjelaskan agar 

penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan teori secara terperinci 

akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada peneliti serta kepada 

pembaca agar permasalahan dapat segera terpecahkan
25

. 

1. Barrier To entry 

a. Pengertian Barrier To Entry. 

Barrier to entry adalah menghalang-halangi atau menghambat 

sesuatu atau seseorang untuk masuk.
26

 barrier to entry diartikan sebagai 

hambatan dimana pelaku usaha yang memiliki posisi dominan akan 

membatasi, bahkan mendistorsi pasar sehingga dapat menyudutkan 

pelaku usaha lain yang mau masuk dalam tempat persaingan usaha. 

bagi perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan, dari 

perusahaan lain untuk memasuki industri yang berkaitan. barrier to 

entry yang diterapkan oleh pelaku dengan posisi dominan akan 

menyebabkan menurunnya keinginan, lingkup, maupun kecepatan dari 

pendatang baru. dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi 

pelaku usaha lainnya, hal ini dapat memicu penguasaan secara dominan 

dalam pasar.
27

  

                                                           
25

 Tim Penyusun UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN 

KHAS Jember, 2021), 46. 
26

 Choirul Huda, Ekonomi Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), .72. 
27

 Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novarika.dkk, “Barrier to Entry 

Terhadap Jasa Expedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek 

Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH), no. 12, (2023), 1006. 
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Konsep barrier to entry dalam perspektif hukum dan ekonomi 

yaitu adanya regulasi yang menghambat masuknya pelaku usaha baru 

dalam pasar atau sektor tertentu.
28

 

secara umum barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak 

melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan umumnya diatur 

pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif  dalam persaingan 

usaha, serta mensejahterakan rakyat. tetapi terdapat bentuk-bentuk 

diskriminasi yang merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat 

sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, khususnya pada pasal 19 terkait dengan konsep rule of 

reason. 

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Barrier to Entry. 

Faktor utama yang sering diidentifikasikan sebagai hambatan 

untuk masuk pasar yaitu terdiri dari : 

a) Skala Ekonomi. 

Skala ekonomi dapat membatasi pasar melalui dua hal utama, 

yakni biaya untuk memproduksi dan tiap fungsi bagian dalam 

perusahaan untuk proses suatu barang atau jasa.  Level produksi 

yang menghasilkan biaya paling efisien yaitu Minimum Efficient 

Scale (MES). Jika (MES) diketahui maka dapat menentukan 

                                                           
28

 Hanna Firdausa Pratonggopati, Aurelia Salsabila Novalika, and Anita Afriana. "Barrier 

to Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari 

Aspek Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Sosial Teknologi, SOSTECH, 12  no.12,  (2023): 1012. 
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besarnya pangsa pasar yang harus diperoleh jika ingin masuk 

industri. 

b) Investasi Awal yang Besar. 

Kebutuhan investasi awal yang besar menjadi hambatan 

masuk pasar yang tidak berpengaruh jika kondisi pasar sangat 

efisien, karena investor akan mendapat keuntungan yang banyak, 

dan menjadi daya tarik sendiri bagi investor lain. Sehingga banyak 

perusahaan yang rela menggelontorkan modal besar agar dapat 

masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, semakin 

besar sumber daya investasi yang dibutuhkan untuk masuk ke sebuah 

industri, semakin besar pula barrier to entry.
29

 

c) Diferensiasi Produk. 

Product Differentiation merupakan sebuah barrier dimana 

sebuah produk memiliki perbedaan yang membuat perbedaan itu 

menjadi market power. Jika diferensiasi produk menjadikan 

perbedaan antara produk yang kita tawarkan dengan produk lainnya, 

maka sebagai produk baru harus ditawarkan dan mempunyai daya 

tarik bagi konsumen. 

d) Akses Terhadap Konsumen 

Umumnya perusahaan baru memakai berbagai cara untuk 

menarik perhatian konsumen, hal yang perlu dipertimbangkan salah 

                                                           
29

 Hesti Erfiani, “Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara 

Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-

1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)” (Skripsi,  Universitas Islam Negeri Prof. K.H 

Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 29-31. 
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satunya adanya Switching cost. Switching cost adalah biaya atau 

pengorbanan yang ditanggung oleh konsumen apabila konsumen 

memutuskan untuk berpindah ke penyedia barang atau jasa yang 

lain. Perusahaan yang sudah efektif di dalam pasar, akan berusaha 

menutup peluang dari perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar 

tersebut. Barrier to entry merupakan hal yang paling umum 

dilakukan dan bersifat melanggar hukum persaingan usaha. 

e) Grandfather Clause (Klausul Pengecualian) 

Suatu aturan atau regulasi baru yang dapat memberikan 

beban biaya yang tidak sewajarnya pada pemain lama yang sudah 

melakukan investasi dalam fasilitas produksi dan memulai 

operasinya berdasarkan aturan yang lama. Grandfather Clause dapat 

menjadi sangat beragam dan kompleks. 

f) Akses Permodalan terhadap Keberlangsungan Usaha. 

g) Regulasi Pemerintah. 

h) Pembatasan Jumlah atau Lingkup Perusahaan. 

i) Pembatasan Kemampuan Perusahaan untuk bersaing.
30

 

c. Bentuk- Bentuk Barrier To Entry 

Pelaku usaha yang melakukan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk 

masuk pasar merupakan pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar 

dalam pangsa pasar, hal ini dilakukan agar pelaku usaha yang kecil 

                                                           
30

 Hesti Erfiani, “Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara 

Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-

1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)” (Skripsi,  Universitas Islam Negeri Prof. K.H 

Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 29-31. 
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tidak dapat memasuki pasar yang bersangkutan.
31

 Berdasarkan sifatnya, 

hambatan masuk pasar dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a) Hambatan Alamiah. 

Hambatan masuk pasar dapat timbul karena adanya faktor-faktor 

alamiah seperti skala ekonomis yang timbul dari biaya tetap yang 

tinggi, misalnya suatu perusahaan jasa angkutan sewa khusus 

mengalami kesulitan masuk ke industri jasa tersebut karena biaya 

perawatan yang tinggi. 

b) Hambatan terkait dengan sunk cost (Biaya Tertanam) 

Hambatan masuk pasar dapat muncul dalam pasar dimana biaya 

tertanam untuk masuk tinggi. Sunk cost didefinisikan sebagai 

komponen biaya yang tidak dapat diperoleh kembali, yaitu biaya 

yang tidak dapat diperoleh kembali jika suatu perusahaan memilih 

untuk keluar dari industri tertentu. Dalam dunia bisnis, 

perumpamaan bahwa pelaku usaha harus mengeluarkan uang agar 

bisa menghasilkan uang kembali, fenomena ini yang sering dikenal 

dengan sunk cost. Namun, biaya yang sudah digunakan oleh 

perusahaan atau pelaku usaha untuk suatu kebutuhan tidak dapat 

dikembalikan. 

c) Hambatan yang diciptakan oleh praktik perusahaan lama. 

Tindakan perusahaan lama di dalam pasar juga dapat berpengaruh 

buruk pada iklim persaingan usaha di pasar yang bersangkutan. 

                                                           
31

 Rezmia Febrina, “Dampak kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan pelaku 

usaha dalam perspektif persaingan usaha,”  Jurnal Selat  4, no.2, (2017): 234-249. 
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Sebagai contoh, perusahaan yang bekerja di bidang pelayanan 

aplikasi online menawarkan perjanjian dengan perusahaan rental 

mobil untuk jangka waktu tertentu dan terdapat biaya bila 

perusahaan rental mobil berpindah ke perusahaan pelayanan aplikasi 

lain. Biaya ini yang disebut dengan switching cost, karena 

perusahaan-perusahaan tersebut menimbulkan biaya yang harus 

ditanggung konsumen bila pindah ke pemasok lain, mereka 

merugikan para pesaing lain dan pendatang baru. 

d) Hambatan yang ditimbulkan regulasi 

Regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan 

organisasi profesi juga dapat menciptakan hambatan masuk pasar, 

sebagai contoh, hambatan yang muncul dari area operasi (zoning 

restrictions). Pemerintah biasanya hanya mengijinkan pemain baru 

beroperasi di wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk. Bagi 

calon pemain, persyaratan semacam itu mungkin kurang 

menguntungkan dan membuat operasi mereka kurang strategis.
32

 

1. Hukum Ekonomi Syariah 

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah  

Hukum ekonomi syariah yaitu kumpulan peraturan yang 

berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan 
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 Hesti Erfiani, “Praktik Barrier to Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara 

Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-

1/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)”  (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H 
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manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan 

pada hukum islam.
33

  

Hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai kumpulan, 

nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh antar badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu prinsip dalam 

ekonomi syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk. 

Kegiatan usaha dalam prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang 

tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram dan Zalim.
34

 

karena kegiatan ekonomi dalam islam untuk mewujudkan 

kesejahteraan ekonomi umat dalam kerangka moral islam yang 

berkeadilan. Dengan begitu aktivitas ekonomi dalam islam harus 

diawali keyakinan atas nilai keagamaan supaya dalam mengelola dan 

memproduksi segala memasarkan, memanfaatkan nilai ekonomis 

demi memenuhi kebutuhan hidup bersama.
35

 

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat konsep dasar yaitu 

untuk menghindari transaksi yang dapat merugikan dan tidak sejalan 

dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan 

secara umum. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya 

keadilan dalam distribusi kekayaan dan pembagian manfaat bagi 
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 Andri soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2019), 1. 
34

 Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2020}, 6-7. 
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seluruh masyarakat. dalam konsep dasar hukum ekonomi syariah 

terdapat aspek-aspek yang utama dalam membimbing terlaksananya 

ekonomi dalam islam. Beberapa konsep dasar dalam ekonomi syariah 

yaitu muamalah, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan (maqasid al-

Shariah), zakat dan sedekah, larangan riba, mudharabah dan 

musyarakah, peran negara, moralitas dalam bisnis dan kesimbangan 

ekonomi dan sosial.
36

 

b. Karakteristik ekonomi syariah ( Ekonomi islam) 

Yusuf Al Qadariyah mengemukakan nilai nilai utama yang 

terkndung dalam ekonomi islam menjadi empat bagian yaitu: 

1) Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan) 

Ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyah karna titik awalnya 

berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. 

Karena hal itu semua aktivitas ekonomi dalam islam jika dilakukan 

sesuai dengan syariatnya dan niat iklas maka akan bernilai ibadah 

dalam pandangan Allah.
37

 

2) Iqtishad Akhlak (Ekonomi Akhlak) 

Yang dimaksud dengan ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim 

(baik secara individu atau kolektif) tidak bebas mengerjakan apa 

saja yang diinginkan oleh dirinya sendiri, atau apa yang hanya bisa 

                                                           
36

 Edo segara Gustanto, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan” 

(Universitas Islam Indonesia, 2023), 26. 
37

 Rozalinda, Ekonomi islam, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2017), 65. 
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menguntungkan saja’ Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat 

oleh iman akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dikerjakan. 

3) Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan) 

Ekonomi kemanusiaan yang di maksud oleh Yusuf Al Qardhawi 

adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam 

pandangan islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang 

saling membutuhkan dan saling melengkapi antara yang satu 

dengan yang lain. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan 

unsur spiritual. 

4) Iqtishad Wasabi (Ekonomi Pertengahan) 

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan 

yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara 

modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen 

perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.
38

 

c. Tujuan Ekonomi Syariah  

Tujuan ekonomi syariah tidak akan lepas dari tuntunan ajaran 

utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia 

akan memperoleh kebahagiaan jika seluruh keinginan dan kebutuhan 

tercukupi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka 

waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang.  

Terpenuhinya kebutuhan materiil inilah yang disebut dengan sejahtera. 

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala 
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pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisah di gunakan untuk 

mewujudkan kebutuhan tersebut.
39

 

Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk:
40

 

1) Menyebarkan syariat islam dalam sistem ekonomi islam dalam suatu 

negara secara kaffah. penerapan ini disebabkan sistem ekonomi 

islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di 

dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat materil dan 

spiritual. 

2) Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang 

menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem 

ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi 

masyarakat atau negara-negara muslim. 

3) menghidupkan nilai-nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan 

menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. 

4) Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan 

solidaritas dalam satu ikatan risalah islamiyah. 

5) Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. 

d. Asas-Asas Ekonomi Syariah 

Nilai- nilai yang ada pada ekonomi islam merupakan salah satu 

fondasi prinsip-prinsip ekonomi syariah (ekonomi islam) yang menjadi 
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salah satu acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam islam. berikut 

ada beberapa asas-asas ekonomi syariah, yaitu: 

1) Asas Tauhid 

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas 

kehidupan manusia. Quraish shihab menyatakan bahwa tauhid 

mengatur manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa 

kekayaan apapun yang dimilikinya adalah milik tuhan (Allah).
41

 

Keyakinan demikian mengatur seorang muslim untuk menyatakan 

seperti dalam QS. Al- an’am ayat: 162:
42

 

                

       
 

Artinya: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan 

matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam”(Q.S. 

Al-an’am:162. 
 

 

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan 

aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan 

perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan  

prinsip syariah. Prinsip aqidah menjadi pondasi paling utama yang 

menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainya. kesadaran tauhid akan 

membawa kepada keyakinan dunia akhirat secara simultan  sehingga 

seseorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi 

semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan 
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seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk 

eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami 

mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, 

pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan 

barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi 

dengan pihak lain.
43

 

2) Asas Keadilan 

Di dalam pesan-pesan Al-qur’an (sebagai sumber hukum 

islam) adalah penegakan keadilan. Dengan demikian, seseorang 

disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai 

sesuatu, tidak berpihak pada salah satu, kecuali keberpihakannya 

kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku 

sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam 

ajaran islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman 

adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan sering kali 

di letakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan. Ibnu 

taimiyah mengatakan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari 

tauhid.
44
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3) Asas Maslahat 

Secara sederhana, maslahat dapat dipahami sebagai upaya 

untuk mendapat manfaat dan menghindari kerugian. Ini juga 

diatrikan sebagai segala sesuatu yang memberikan kebaikan, 

keselamatan, faedah, atau manfaat. Hakikatnya dari kemaslahatan 

mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat, yang bersifat 

menyeluruh, baik dalam dimensi duiawi maupun akhwari, material 

maupun spiritual, serta individu atau sosial. Aktivitas ekonomi 

dianggap memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu 

ketaatan (halal) dan memberikan manfaat serta kebaikan ( thayyib) 

yang menyeluruh. Oleh karena itu, aktivitas tersebut di pastikan 

tidak akan menimbulkan mudarat. sesuatu di anggap maslahat jika 

unsur unsur tersebut di penuhi.
45

 

4) Asas Ta’awun (Tolong Menolong) 

Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur segala sesuatu, 

menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain, sebagai amanah 

bagi umat manusia, bukan sebagai milik pribadi. Selain itu, Al-

Qur’an juga menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem 

ekonomi komunis maupun kapitalis. Di dalam ekonomi islam juga 
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dapat konsep-konsep yang telah menjadi kebiasaan, seperti sedekah, 

baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan.
46

 

5) Asas Keseimbangan 

Allah telah menyediakan segala yang ada di langit dan bumi 

untuk kebahagiaan hidup manusia dengan ketentuan tertentu, seperti 

larangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan 

keselamatan fisik maupun spiritual diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar. Keseimbangan adalah nilai dasar yang 

mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi seorang muslim. 

prinsip keseimbangan ini tercermin dalam sikap sederhana, hemat, 

menghindari pemborosan, dan menjauhi pemborosan serta tidak 

bakhil.
47

 

2. Persaingan Usaha 

a. Pengertian persaingan usaha. 

Persaingan berasal dari bahasa inggris (competition) artinya 

persaingan atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan 

dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau 

lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan 

dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. 

Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, 
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iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan 

segmentasi pasar.
48

 

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh 

seorang atau kelompok orang tertentu supaya memperoleh kemenangan 

dan memperlihatkan keunggulan masing- masing yang dilakukan oleh 

perseorangan pada bidang perdagangan dan produksi.  

Persaingan dalam usaha merupakan suatu kegiatan yang sering 

dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan produksi atau 

pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha yang sama maupun 

kegiatan usaha yang berbeda, namun kegiatan persaingan usaha harus 

dilakukan secara baik supaya  tidak ada yang dirugikan.
49

 Persaingan 

usaha mencakup pengertian sejumlah besar penjual dan pembeli yang 

bekerja tanpa bergantung satu sama lain dalam proses yang sama dan 

adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk memasuk dan 

meninggalkan pasar. Persaingan usaha memberikan motivasi kepada 

para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang sebaik 

mungkin dengan biaya yang sekecil mungkin dengan tujuan agar 

perusahaan dapat laba dan tetap exist. 

Persaingan juga sering diartikan dengan tindakan individu yang 

mementingkan diri sendiri. Seseorang yang bersaing dengan segala cara 

dapat dihalalkan untuk memuaskan atau memakmurkan dirinya. 

Diantara cara yang ditempuh adalah cenderung melakukan tindakan 
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untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu 

konsumen, dan mematikan pengusaha kecil. 

Dalam undang-undangan di Indonesia pengertian mengenai 

Persaingan Usaha tidak dicantumkan secara implisit, dalam Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Persaingan usaha 

tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.
50

 

b. Persaingan usaha dalam ekonomi syariah. 

Persaingan dalam usaha menurut syari’at Islam adalah 

bersaingan haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin 

silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. kebebasan 

individu dalam persaingan dibatasi oleh kaidah kaidah Islam dan 

akhlak, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena 

dengan aqidahlah seseorang bisa melakukan persaingan sesuai dengan 

ajaran agama.
51

  

Persaingan usaha dalam hukum ekonomi diartikan bahwa 

persaingan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pembeli atau 

konsumen untuk produk tertentu. Persaingan dalam usaha merupakan 

suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha dalam 
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menjalankan produksi/pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha 

yang sama maupun kegiatan usaha yang berbeda, namun dalam 

kegiatan persaingan usaha harus dilakukan secara baik agar tidak ada 

yang dirugikan.
52

  

Persaingan dalam bisnis menurut hukum Islam yaitu bersaing 

harus sehat, adil dan jujur serta komparatif persahabatan untuk 

mempererat tali persaudaraan. Jadi, Kebebasan individu untuk 

berkompetisi dibatasi oleh aturan dan moral Islam, atau dengan kata 

lain masih terkendali dengan aqidah, karena dengan aqidah seseorang 

dapat melakukan refleksi kompetisi yang sesuai dengan ajaran Islam.
53

 

c. Jenis- jenis persaingan usaha. 

Dalam persaingan usaha terdapat persaingan yang sehat (perfect 

competition) dan persaingan tidak sehat (imperfect competition). 

1) Persaingan Sehat (Perfect Competition) 

a) Menjamin persaingan di pasar yang alamiah dengan pencapaian 

efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan 

perdagangan. 

b) Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan 

konsumen.  
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c)  Membuka peluang pasar yang seluas luasnya dan menjaga agar 

tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok 

tertentu.
54

 

Perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan jika 

memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk dan 

peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Namun sebagian pelaku 

usaha, persaingan sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang 

menguntungkan, karena dalam persaingan ada beberapa unsur yang 

menyebabkan kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat 

proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa 

menang dalam persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga 

untuk merebut konsumen, penekanan harga ini tentunya akan 

berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. 

2) Persaingan Tidak Sehat (Imperfect Competition) 

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:  

a. Tindakan anti persaingan. 

Tindakan anti persaingan merupakan tindakan yang bersifat 

menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu 

tindakan untuk menghindari persaingan hingga terjadi. Tindakan 

seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang 
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posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau 

menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.
55

 

b. Tindakan persaingan curang. 

Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang 

melanggar moral yang baik. Secara non-limitatif contoh tindakan 

yang tergolong dalam persaingan curang diantaranya:  

1) Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang 

menyesatkan. 

2) memalsu merek dagang pihak lain. 

3) mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga penerima 

dalam posisi dipaksa. 

4)  membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekan pesaing. 

5) penurunan harga secara tidak wajar. 

d. Dasar hukum persaingan usaha. 

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur 

Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di 

Indonesia, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana 

ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. 

Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki 

ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota 

masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi 

kepada kesejahteraan seluruh rakyat.  
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Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-

udang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan 

berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Sebelum 

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan 

menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan 

perundang undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha.
56

 

3. Talaqqi Rukban 

a. Pengertian Talaqqi Rukban. 

Talaqqi rukban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang 

terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : 

pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke 

pasar (barrier to entry), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk 

mengetahui harga pasar yang berlaku.
57

 

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan 

atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak 

menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari 

barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila 
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transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki 

informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di 

pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah 

satu pihak. 

b. Larangan jual beli dengan cara talaqqi rukban tedapat lima unsur pokok 

dari masing-masing maqasyid syariah. 

1) Seorang yang taat kepada syariah selalu memprioritaskan syariah 

dan hukum Allah SWT di atas segalanya.  

Karena baginya, kehidupan di Akherat lebih berarti dan lebih 

penting dari kehidupan yang ada di dunia. Maka ketika Syariah 

memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti bertujuan untuk 

menyelamatkan akhirat umatnya. Tidak terkecuali larangan jual beli 

dengan cara talaqqi rukban. ketika larangan ini dilanggar, maka pasti 

akan berpengaruh terhadap kehidupan Akhirat sang pelanggar 

tersebut. Sehingga maksud dari adanya larangan talaqqi rukban pada 

poin ini, yakni hifdz al-din (menjaga agama), dengan mematuhinya 

berarti ia telah menyelamatkan dirinya sendiri untuk kehidupan 

akhirat.
58

 

2) Jiwa (Nafs) 

Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin 

keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan 

memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau 
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khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting 

untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), 

penghargaan (self respect), persaudaraan (human broterhood) dan 

persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap 

manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan 

diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Adanya larangan talaqqi 

rukban dalam syariah menunjukkan perhatian syariah terhadap 

persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana sudah dibahas 

sebelumnya, bahwa illah atau alasan dari dilarangnya jual beli 

dengan cara talaqqi rukban adalah adanya unsur penipuan di 

dalamnya. Adanya larangan talaqqi rukban dalam syariah 

menunjukkan perhatian syariah terhadap persaudaraan antar sesama 

manusia. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa illah atau 

alasan dari dilarangnya jual beli dengan cara talaqqi rukban adalah 

adanya unsur gharar dan penipuan di dalamnya. 

3) Akal (Aql)  

Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia 

dan perlu untuk dikembangkan secara berkesinambungan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat. 

Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan konsekuensi 

bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas 

ekonomi dan menggunakan pengetahuan. Ketika seorang pelaku 

ekonomi yang tidak jujur dan menginginkan keuntungan yang lebih 
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besar, maka ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. 

Tidak peduli apakah cara yang dilakukan itu sesuai syariah atau 

tidak, sesuai moral yang ada atau tidak, ia tidak peduli akan hal 

tersebut. Yang ia pedulikan hanya satu, yaitu cara tersebut efektif 

dan rasional menurut dirinya untuk bisa melipat gandakan 

keuntungan yang akan ia dapatkan. Namun, penggunaan akal yang 

seperti ini adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat. Pelarangan 

jual beli dengan cara talaqqi rukban bertujuan untuk dapat 

membatasi penggunaan akal yang menyalahi aturan syariah dan 

membatasi penggunanya untuk tidak menimbulkan kemadharatan.
59

 

4) Keturunan (Nasl)  

Tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi 

penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, 

fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan 

pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor 

pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor 

tersebut adalah pernikahan dan keluarga yang berintegritas. Ketika 

seseorang memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh 

syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan 

hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang 

menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya. 

Dan jika keberkahan hilang, maka generasi penerusnya akan 
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diberikan kualitas yang rendah oleh Allah SWT, baik secara spritual, 

fisik maupun mental. 

5) Harta (Mal)  

Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan 

pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah: bahwa 

manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi 

sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung 

fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau 

masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan 

ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan 

mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya 

seharusnya berpijak pada ajaran agama. Memperoleh keuntungan 

dengan cara penipuan adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat 

karena ada unsur kedzaliman di situ, yakni memakan harta orang lain 

dengan cara yang batil.
60

 

c. Sistem jual beli Talaqqi Rukban. 

Mengenai sistem jual beli talaqqi rukban yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli 

Talaqqi rukban yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan 

tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah 

penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para 

penjual ini belum mengetahui harga yang ada dipasar, yang 
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menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini 

mendapatkan keuntungan yang besar. Substansi dari larangan Talaqqi 

rukban ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang 

yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di 

pasar.
61

 Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. 

Talaqqi Rukban ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang 

lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya 

dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang 

lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang terhadap petani. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Dalam penelitian hukum ini perlu adanya sebuah metode penelitian 

sebagai faktor pendukung untuk mendapatkan isu hukum tersebut. Hal-hal 

atau cara yang digunakan untuk membantu menemukan penyelesaian dalam 

isu hukum ini disebut metode penelitian.
62

 maka peneliti telah menetapkan 

metode penelitian sebagai berikut. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Studi 

Pustaka Digital yakni penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data-data dan 

sumber melalui jaringan internet , dan beberapa sumber bahan penelitian berbentuk 

digital. 

Pendekatan penelitian Berdasarkan materi penelitian di atas, pendekatan 

penelitian yang dipilih penulis termasuk dalam  pendekatan  penelitian kualitatif 

deskriptif, dalam hal ini penulis menjadikan hukum sebagai landasan aturan yang 

mengikat pada masyarakat, hal ini diharapkan bisa menjadi sebuah pengenalan 

aktivitas masyarakat terkait topik permasalahan yang diangkat oleh penulis.
63

  

B. Jenis dan Bahan Hukum 

Dalam penelitian normatif yang dapat juga dikatakan sebagai 

penelitian kepustakaan berobjek pada norma atau hukum. Oleh sebab itu 

bahan hukum menjadi hal yang wajib bagi peneliti untuk menyempurnakan 
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penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan 

hukum sekunder dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer didapat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

2. Bahan hukum sekunder didapat dari penelitian ilmiah, Buku-buku tentang 

hukum ekonomi syariah, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) 

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Bagian ini adalah prosedur yang krusial dalam sebuah penelitian. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi sistematis 

untuk memilah bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian.
64

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan adalah studi kepustakaan (library research), mengambil literatur 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. 

D. Analisis Bahan Hukum 

Tujuan utama dilakukannya analisis terhadap bahan hukum, adalah 

untuk memeriksa konsep terhadap makna yang dikandung dalam pengaturan 
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serta implementasinya dan putusan-putusan hukum.
65

 Dalam menganalisis 

bahan hukum, peneliti menggunakan metode deskriptif agar peneliti dapat 

menganalisis atau memaparkan suatu peristiwa hukum sehingga memberikan 

gambaran atau jawaban yang jelas terhadap permasalahan hukum yang 

diteliti.
66

 

E. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian dilakukan ketika seluruh bahan hukum telah 

terkumpul kemudian dianalisis dengan sistem berikut: 

1. Menetapkan isu hukum yang akan dianalisa dan menghapus yang tidak 

relevan.  

2. Akumulasi bahan hukum dan non hukum yang berhubungan.  

3. Menelaah isu pada akumulasi bahan hukum.  

4. Menyimpulkan jawaban dari isu hukum dengan argumentasi. 

5. Kesimpulan dilakukan berdasar pada analisa masalah. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barrier To Entry dalam 

Persaingan Usaha di Indonesia. 

Dalam persaingan usaha merupakan hal yang wajar adanya persaingan 

antara pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seperti persaingan dalam 

menciptakan inovasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di 

masyarakat, namun dalam persaingan usaha tentu ada berapa perusahaan atau 

pedagang yang tidak memiliki pesaing karena ada kegiatan yang bisa 

menghalangi atau menghambat perusahaan atau pedagang lain untuk masuk 

ke pasar yang sama.
67

 Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya 

terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada persaingan 

usaha yang sehat tentu tidak terdapat siapa yang lebih dominan dan siapa 

yang diberi kebebasan ikut bertransaksi di pasar tanpa ada yang dihalangi. hal 

ini juga sejalan dengan ajaran agama islam yang mana islam sangat 

menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam islam 

mekanisme pasar yang baik yakni pasar yang menjamin kebebasannya yang 

harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada gangguan di 

dalamnya.
68
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Pasar islam menjamin para pelaku usaha untuk bebas keluar maupun 

masuk dalam berdagang di pasar, hal ini berdasarkan kriteria mekanisme 

pasar yang islami menurut ibnu taimiyah dalam hal persaingan usaha di pasar 

secara baik atau sempurna.
69

 Ibnu taimiyah tidak membenarkan maksa 

maupun menghalangi produk dalam menjual barang karena merupakan 

tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Memaksa atau 

menghalangi maupun menghambat pedagang untuk masuk dalam pasar pada 

masa sekarang ini merupakan tindakan barrier to entry dalam dunia 

persaingan usaha di pasar 

Sesungguhnya barrier to entry dalam persaingan usaha dilarang 

karena adanya hambatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk pelaku 

usaha lainnya yang ingin masuk ke dalam pasar. dalam hambatan persaingan 

usaha yang diciptakan tentu dilarang baik secara agama maupun hukum yang 

ada di negara Indonesia, hal ini karena dapat merugikan orang lain dan 

membuat persaingan usaha tidak sehat. seperti yang dijelaskan dalam hukum 

ekonomi syariah bahwa hambatan atau barrier to entry tidak dibenarkan 

apabila dilakukan oleh perorangan atau kelompok jika dengan tujuan untuk 

memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku usaha tertentu dan merugikan 

pihak lain dengan cara menghalangi atau menyulitkan pelaku usaha lain 

untuk menjalankan usahanya di dalam pasar. 

                                                           
69

 Temmy Wijaya, “Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam 

perspektif islam,” Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah,  4, no.2 (2020): 4. 



55 
 

 

 

Apabila barrier to entry dilakukan oleh perorangan atau kelompok 

(pihak swasta), dikhawatirkan akan menimbulkan praktik perdagangan 

monopoli yang akan merusak mekanisme pasar karena hilangnya salah satu 

prinsip pasar efisien dalam Islam. Dalam prinsip pasar efisien dalam Islam 

salah satunya tidak diperbolehkan adanya intersepsi atau halangan terhadap 

barang sebelum masuk ke pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

untuk diri sendiri dan merugikan pihak lain.
70

 

Barrier to entry bisa digolongkan dalam perilaku Talaqqi rukban 

merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam Islam. Sebab dalam 

praktek jual beli dengan cara seperti ini dilakukan dengan memakan harta 

secara bathil, karena dalam proses jual beli dilakukan dengan menghalangi 

pedagang untuk masuk kepasar dengan membeli barang dagangan dengan 

harga lebih rendah dari harga di dalam pasar dan pedagang tidak mengetahui 

harga pasar yang sesungguhnya. hal ini sesuai dengan hadits yang 

diriwayatkan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:  

عَبَّإسٍ يبَِعْ حَإضٌِِ لِبَإدٍ قإَلَ فقَُلتُْ لابْنِ عَبَّإسٍ مَإ قوَْلَُُ لَا يبَِيعُ حَإضٌِِ عَنْ ابْنِ 

ُ عَنْْمَُإ قإَلَ  لا الترمذي رَضَِِ اللََّّ سَإرًا )رواه الجمإعة ا  لِبَإدٍ قإَلَ لَا يكَُونُ لََُ سِِْ

َ لَا تَ  ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ كْبَإنَ وَلَا(قإَلَ رَسُولُ اللََّّ  لقََّوْا الرُّ
Artinya: Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau 

menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang 

dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang  
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desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau 

"Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: 

Janganlah menjadi makelar (perantara).
71

 

 

Memperoleh keuntungan dalam berdagang dengan cara barrier to 

entry di pasar merupakan suatu yang dilarang oleh islam sebab keuntungan 

tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik yaitu dengan cara 

menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan usaha di 

dalam pasar. islam juga tidak melarang adanya persaingan usaha, tapi dalam 

menjalankan persaingan usaha harus dilakukan secara sehat karena dalam 

mencari harta harus dilakukan secara wajar, halal dan tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an maupun al-hadist, usaha untuk mencari harta dengan cara 

berdagang harus terjadi persaingan yang sehat dan wajar, karena hal ini 

merupakan cara yang baik bagi orang muslim untuk berdagang.
72

 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah:  

                        

                            

                  

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah 

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi 

laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi 

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. 

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
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Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS An Nisa ayat 

32).
73

 

Hukum persaingan usaha dalam islam sudah ada pada masa 

Rasulullah SAW setelah terbentuknya negara di madinah yang mana pada 

saat itu Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan melakukan sistem 

pengawasan dalam pasar (Al- Muhtasib) yang membuat kebijakan khusus 

mengenai pengawasan pasar di kenal dengan lembaga Al- Hisbah. 

Pengawasan pasar yang dilakukan Rasulullah pada saat dilakukan dengan 

cara langsung menindak para pelaku usaha yang curang dengan turun 

langsung ke pasar dengan tujuan membersihkan pasar dari perilaku curang 

yang dapat merusak persaingan usaha di pasar tersebut.  

sebab sikap tersebut membuat manusia lalai, sebagaimana Islam tidak 

membenarkan para pelaku usaha bersaing secara tidak sehat atau secara licik 

dengan menjadikan dirinya serakah untuk memperoleh keuntungan sebanyak 

banyaknya di jelaskan dalam firman Allah: 

                    

                         

                            

         
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Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke 

dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 

Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang 

yakin"(QS Al Takasur ayat 1-8.
74

 

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ada dua pihak atau lebih 

yang bersaing, berusaha memperbanyak dan sama mengaku memiliki lebih 

banyak dari pesaingnya dengan mengabaikan peraturan dan nilai–nilai agama, 

kegiatan tersebut tidak akan berakhir kecuali dengan kematian karena yang 

bersaing tidak pernah puas, serta kaitannya dengan persaingan tidak sehat 

dalam penimbunan harta Allah mengingatkan jangan lakukan persaingan 

seperti itu.
75

 

Kegiatan persaingan usaha harus dilandasi dengan sifat ketakwaan di  

dalamnya yang mana sifat takwa harus diterapkan dalam berbisnis atau 

berusaha, karena takwa itu berkaitan dengan perilaku dan sikap mental 

seorang pebisnis/pelaku usaha. Dengan adanya sifat takwa yang tertanam 

dalam diri seorang pebisnis/pelaku usaha maka dalam bersaing di pasar  

pelaku usaha akan melakukan hal–hal sebagai berikut jika menerapkan sikap 

takwa:
76

  

1. Melakukan usaha/bisnis dengan cara yang legal dan halal. 

2. Tidak akan melakukan manipulasi barang. 
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3. Tidak akan mempermainkan harga. 

4. Tidak merusak perusahaan lain yang sejenis 

Selain harus berlandaskan ketakwaan dalam berbisnis atau berusaha, 

dalam Islam juga haruslah mengerti unsur yang penting dalam persaingan 

usaha, unsur penting menurut Islam agar tidak terjadi persaingan yang tidak 

sehat dalam pasar, yaitu sebagai berikut:
77

 

1. Pihak–Pihak Yang Bersaingan 

Mengenai pihak–pihak yang bersaing dalam bisnis, Islam  

memerintahkan setiap muslim mempunyai sifat etos kerja yang. Dengan 

landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha menyingkirkan 

pesaingnya tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari 

usahanya. 

2. Cara Persaingan. 

Harus memberikan pelayanan yang baik dalam persaingan usaha, 

sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing 

dengan baik ketika berdagang, rasulullah tidak pernah melakukan usaha 

untuk menghancurkan pesaing dagangnya, melainkan beliau memberikan 

pelayanan yang sebaik–baiknya dan memberitahukan secara spesifikasi 

barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang 

tersebut. 

                                                           
77

 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 92–96. 



60 
 

 

 

3. Produk Barang Atau Jasa Yang Disaingkan. 

Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar maka 

harus memiliki keunggulan produk barang atau jasa yang bisa digunakan 

untuk meningkatkan daya saing. 

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pasal 243 

dijelaskan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad 

karena penjual memberi keterangan yang salah mengenal kualitas benda yang 

dijualnya. Dalam Pasal 244 juga di sebutkan bahwa:
78

 

1. Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang 

sesuai dengan keterangannya. 

2. Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi 

keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan 

keterangannya atau di denda. 

Dari keterangan di atas, apabila dalam suatu transaksi jual beli pihak 

pmbeli tidak menyediakan atau meberikan informasi sesuai dengan apa yang 

ada dalam pasar, maka penjual dapat menuntut pembeli karena tidak 

memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang ada dalam pasar serta 

dapat mengajukan ke pengadilan agar mengganti kerugian yang sudah di 

alami oleh sang penjual. 

Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beritikad bauk di 

sebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES di katakan bahwa 

pihak yang di katagorikan melakkan ingkar janji apabila tidak melakukan apa 
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yang di janjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikanya 

tetapi tidak sebagimana dijanjikan.
79

 

Dari beberapa unsur di atas digunakan untuk menghindari persaingan 

usaha tidak sehat jika barrier to entry dilakukan maka akan menyebabkan 

terjadinya praktik monopoli perdagangan yang bisa merusak mekanisme 

pasar jika prinsip pasar menurut islam tidak diterapkan. Prinsip pasar dalam 

islam yaitu tidak membenarkan adanya penghilangan barang untuk masuk 

kedalam pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan 

merugikan orang lain.
80

 

Analisis Dan Pembahasan Temuan 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam hukum 

ekonomi syariah barrier to entry tidak dibenarkan jika dilakukan oleh 

perorangan atau kelompok sebab dilakukan dengan cara memperkaya diri 

sendiri atau kelompok tertentu dan merugikan pihak lain dengan cara 

menghalangi dan menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berdagang 

di pasar. 

Jika barrier to entry dilakukan oleh perorangan atau kelompok di 

takutkan akan mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang 

mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar karena hilangnya prinsip pasar 

menurut islam yang efisien. prinsip pasar yang efisien dalam islam salah 
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satunya tidak di benarkan adanya penghalangan atau menghalangi barang 

dan pesaing usaha yang baru sebelum masuk pasar dengan tujuan untuk 

mendapat keuntungan dan merugikan pihak lain.  

Memperoleh keuntungan dengan cara barrier to entry dilarang 

oleh islam karena keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang buruk. 

Barrier to entry digolongkan dalam kegiatan talaqqi rukban merupakan 

salah satu tindakan yang dilarang dalam islam. hukumnya haram jika 

bertujuan merekayasa penawaran dengan cara menghalangi masuknya 

barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar, diharamkannya hal ini 

karena untuk melindungi para konsumen dan pelaku usaha lain.  

Barrier to entry yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok 

pelaku usaha tertentu harus dihilangkan dalam persaingan usaha sebab 

akan memunculkan kemudaratan hal ini mengacu pada kaidah fiqih yang 

berbunyi: 

رُ يزَُالُ  َ  اَلضََّّ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, 

t.t: 57).
81

 

Ayat di atas menyatakan bahwa kemudaratan harus di hilangkan 

karena dalam kemudaratan akan terdapat kerusakan yang mengarah pada 

mekanisme rusaknya pasar.  
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B. Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Terhadap Barrier 

To Entry dalam Persaingan Usaha di Indonesia. 

Pembangunan dalam perekonomian Indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, hal ini sebagai 

cita-cita yang diamanatkan dalam undang-undang dasar tahun 1945 dan 

pancasila. Dalam undang-undang nomor 5 1999 tentang larangan praktik 

larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disertakan adanya asas 

demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia, dimana setiap pelaku 

usaha ketika menjalankan usahanya harus memperhatikan keseimbangan 

antara kepentingan  pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam Undang-

undang ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

peraturan  persaingan usaha yang sehat, persaingan usaha yang sehat akan 

memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena dapat memberikan 

motivasi, produktivitas, inovasi dan kualitas.
82

 

Persaingan usaha yang sehat selain menguntungkan pelaku usaha juga 

memberi manfaat kepada konsumen yaitu dengan penurunan harga dan 

peningkatan kualitas produk. Begitupun sebaliknya jika terjadi persaingan 

usaha tidak sehat maka akan memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha, 

konsumen dan perekonomian nasional.  
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Persaingan usaha tidak sehat dapat dimengerti sebagai kondisi 

persaingan antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 1 (6) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 bahwa 

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat 

persaingan usaha.
83

 

Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 tahun 1999 juga dijelaskan 

bahwasanya monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi 

atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu yang dilakukan oleh 

satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. pengaturan anti monopoli 

sangat penting karena penguasaan atas produksi atau pemasaran suatu barang 

dan penggunaan jasa tertentu. Larangan monopoli diatur dalam pasal 17 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang mengatakan bahwa: 
84

 

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produk dan jasa yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak 

sehat.  

2. Pelaku usaha patut dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan 

pemasaran barang dan jasa. 
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Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis usaha yang didirikan, baik 

usaha sejenis atau usaha beda jenis, dalam mendirikan dan menjalankan usaha 

tentu terdapat banyak tantangan, seperti tantangan dengan adanya banyak 

pesaing usaha baik dalam usaha sejenis dan usaha beda jenis.
85

 persaingan 

antara sesama pelaku usaha merupakan suatu hal yang sangat biasa dan 

dengan adanya pesaing harus membuat kita semakin semangat dan inovatif 

dalam menciptakan dan mempertahankan yang menjadi ciri khas dari usaha 

yang lain, justru jangan membuat kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau 

melanggar aturan dalam melakukan persaingan dengan para pelaku usaha, 

seperti barrier to entry (menghambat/menghalangi) mereka masuk kedalam 

pangsa pasar dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Barrier to entry 

jika dilakukan dalam persaingan usaha maka akan membuat persaingan usaha 

yang ada akan menjadi persaingan usaha tidak sehat.  

Umumnya barrier to entry tidak melanggar hukum karena terbentuk 

secara alamiah dan juga diatur pemerintah untuk membuat suasana yang 

kondusif dalam persaingan usaha. Namun terdapat bentuk bentuk 

diskriminasi juga merupakan barrier to entry hal ini dapat bertentangan 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebab munculnya barrier to entry 

karena kekhawatiran masuknya pesaing pelaku usaha baru yang lebih inovatif 

dan agresif sehingga membuat pelaku usaha lama melakukan atau 
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menghambat pesaing usaha baru untuk masuk kedalam pasar sehingga 

membuat pesaing usaha baru tidak bisa masuk kedalam pasar yang sama, 

karena adanya penguasaan kekuatan pasar yang lebih besar dan dilakukan 

oleh perusahan-perusahaan yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. 

Adanya barrier to entry atau hambatan masuk dalam suatu usaha 

mengakibatkan konsumen tidak dapat memilih produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha lain atas produk yang sama, dikarenakan 

terbatasnya peredaran produk atau jasa dari pelaku usaha lain yang 

keberadaanya di pasar terhambat atau dibatasi dengan tujuan agar konsumen 

tetap memilih produk atau jasa yang hanya ada di pasar karena tidak ada 

produk yang sejenis dari pelaku usaha lain yang beredar di pasar.
86

 

Jika dalam suatu pasar kepentingan daya beli konsumen dihambat 

oleh pelaku usaha dengan adanya suatu hambatan masuk yang diberlakukan 

oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain yang lebih potensial di pasar, 

maka akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan atau pengurangan terhadap 

hasil produksi barang dan atau jasa yang beredar di pasar, karena hanya ada 

satu pelaku usaha atau sedikitnya pelaku usaha yang menjual atau 

memasarkan hasil produksi barang dan atau jasa, dari sisi ini pelaku usaha 

yang melakukan hambatan masuk akan dengan mudah menetapkan harga 

pasar sesuai dengan keinginannya. 
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Hal ini mengacu pada pasal 19 huruf b dan c dan pada pasal 24 dalam 

sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, serta hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 

prinsip–prinsip etika berusaha/berbisnis, karena pelaku usaha yang 

melakukan barrier to entry tidak memperlakukan konsumen sesuai dengan 

haknya di pasar.
87

 

Alasan mengapa dilarangnya barrier to entry dikarenakan dapat 

menguasai produksi dan pemasaran dalam pasar juga didasari pada pasal 19 

dan 24 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dua pasal tersebut lebih khusus 

melarang menguasai pasar bersangkutan yang mana bertujuan menguasai 

produksi atau pemasaran, adanya larangan produksi dan pemasaran dalam 

pasar yang dilakukan dengan cara menghambat atau menghalangi pelaku 

usaha tertentu dengan cara yang tidak semestinya yang disebutkan dalam 

pasal 19, dan dilakukan dengan cara bersekongkol untuk menghambat/ 

menghalangi masuknya pelaku usaha baru yang disebutkan dalam pasal 24. 

Dan dalam asas demokrasi yang terkandung pada pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

juga melarang adanya barrier to entry dalam persaingan usaha, yang mana 

keberadaan situasi kehidupan ekonomi nasional memberi kesempatan bagi 

masyarakat luas untuk ikut serta menjadi pelaku usaha yang aktif dalam 

proses ekonomi tanpa ada yang menghalangi/ menghambat.  
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Kegiatan barrier to entry juga dapat mengarah pada praktek monopoli 

karena memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
88

 

1) Barrier to entry memenuhi unsur–unsur dalam pasar monopoli yang mana 

adanya hambatan atau rintangan yang diciptakan bagi perusahaan baru 

yang akan masuk dalam pasar serta berpeluang menciptakan hanya ada 

satu penjual dalam pasar monopoli bila pelaku usaha tersebut melakukan 

kegiatan barrier to entry. 

2) Barrier to entry tidak sesuai dengan prinsip–prinsip etika dalam 

berusaha/berbisnis, yaitu tidak terpenuhinya prinsip keadilan yang mana 

dihambatnya hak pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan kegiatan 

usaha dalam pasar. 

3) Barrier to entry memenuhi unsur-unsur monopoli yang dapat mengarah 

pada pengendalian produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 

tertentu. 

Ketiga hal tersebut mengacu pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal ini mengatur 

tentang kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha di Indonesia, kegiatan 

tersebut adalah larangan praktik monopoli.
89
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Kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang terdiri dari:  

1) Monopoli 

Monopoli merupakan suatu penguasaan atas produk dan 

pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha, yang mengakibatkan pelaku 

usaha dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan 

wilayah pemasarannya.  Larangan kegiatan monopoli diatur dalam pasal 

17 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

2) Monopsoni 

Monopsoni yaitu seorang atau satu kelompok usaha yang 

menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk. 

Berdasarkan pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka monopsoni merupakan 

suatu keadaan dimana satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar 

yang besar untuk membeli suatu produk, sehingga perilaku pembeli 

tunggal akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan 

persaingan tidak sehat, dan apabila pembeli tunggal tersebut menguasai 

lebih dari 50% pasar-pasar.  
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3) Penguasaan pasar  

Pengertian pasar menurut pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan 

barang atau jasa. Penguasaan pasar merupakan penguasaan satu atau 

beberapa kegiatan oleh satu pengusaha maupun pengusaha lain. 

4) Persekongkolan  

Persekongkolan berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No 5 Tahun 

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, yaitu “Sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

tersebut”. 

Persaingan usaha yang sehat tergambar dengan kondisi pasar 

membolehkan siapa saja yang mau berusaha di pasar tersebut secara wajar 

yang tidak dihalangi keberadaanya. Jika dalam pasar terdapat hanya sebagian 

kelompok pelaku usaha saja dan tidak mempunyai pesaing (posisi dominan) 

maka akan berakhir pada barrier to entry dalam pasar.  

Dalam pasar mengapa dilarang adanya barrier to entry karena akan 

menimbulkan adanya posisi dominan yang bersifat umum yang memenuhi 

beberapa poin sebagai berikut: 

a) penguasaan 50% sampai 75% pangsa pasar (pasal 25 ayat (1) huruf c) 
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b) Menetapkan perjanjian terhadap kesepakatan harga dalam pasar (pasal 15) 

c) tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam usaha. 

d) Terdapat hanya beberapa pelaku atau beberapa kelompok usaha di 

pasar.
90

 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara perspektif 

Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap Barrier To Entry 

yaitu sebagai berikut: 

1. persamaan Barrier To Entry menurut Undang-undang Nomor. 05 Tahun 

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

dengan barrier to entry menurut perspektif islam atau muamalah adalah: 

a. Sama-sama tidak memperbolehkan adanya penguasaan atas barang 

produksi. 

b. Tidak memperbolehkan adanya kecurangan dalam transaksi. 

c. Tidak memperbolehkan adanya kerjasama yang dilandasi dengan 

persekongkolan antara pihak tertentu untuk membuat berhasil satu 

pihak dan merugikan pihak-pihak lainnya. 

2. Sedangkan perbedaan Barrier To Entry dalam Undang-undang Nomor. 

05 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu, 

melalui regulasi masih diperbolehkan dengan alasan untuk kesejahteraan 
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hidup banyak orang. Padahal di dalam perspektif islam sudah sangat jelas 

persaingan usaha yang tidak sehat itu tidak diperbolehkan karena 

mengandung banyak sekali kemudharatan. Mulai dari adanya 

kecurangan, persekongkolan antara beberapa pihak dan hal-hal lainnya 

yang merugikan banyak pihak. 

Tabel komparatif antara Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-

Undang No 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat.  

Tabel 4.1 

Persamaan dan Perbedaan 

Hukum positif dan UU 

 

Persamaan Perbedaan 

1. Tidak memperbolehkan adanya 

penguasaan atas barang 

produksi. 

2. Tidak memperbolehkan adanya 

kecurangan dalam transaksi. 

3. . Tidak memperbolehkan 

adanya kerjasama yang 

dilandasi dengan 

persekongkolan antara pihak 

tertentu untuk membuat berhasil 

satu pihak dan merugikan 

pihak-pihak lainnya. 

1. dalam Undang-undang Nomor. 

05 Tahun 1999 tentang larangan 

praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat 

yang ditetapkan oleh pemerintah 

terhadap sektor tertentu, melalui 

regulasi masih diperbolehkan 

dengan alasan untuk 

kesejahteraan hidup banyak 

orang. 

2. Prespektif islam sangat jelas 

persaingan tidak sehat itu tidak 

diperbolehkan karena 

mengandung banyak 

kemudharatan. Mulaia adanya 

kecurangan, persengkongkolan 

antara beberapa pihak, dll. 
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Analisis dan Pembahasan Temuan 

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sertakan adanya asas 

demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia, dimana para pelaku 

usaha ketika menjalankan usaha harus memperhatikan keseimbangan 

antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum. Tujuan Undang- 

undang ini mewujudkan kondisi usaha yang kondusif melalui peraturan 

yang sehat, persaingan usaha yang sehat akan memberikan dampak positif 

bagi pelaku usaha sebab dapat memberikan motivasi, produktivitas, 

inovasi dan kualitas. persaingan usaha yang sehat tidak hanya 

menguntungkan pelaku usaha tapi juga memberikan manfaat pada 

konsumen, seperti turunnya harga jual dan peningkatan kualitas produk. 

Sebaliknya jika terjadi persaingan usaha tidak sehat maka dapat 

memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha, konsumen, dan 

perekonomian nasional. 

Dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 (5) 

dijelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang 

atau jasa tertentu yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok 

pelaku usaha. 
91
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pengaturan anti monopoli sangat penting sebab penguasaan atas 

produksi atau pemasaran dan pengguna jasa. Larangan monopoli diatur 

dalam pasal 17 undang-undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengatakan 

bahwa: 

1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produk dan jasa yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat.  

2) Pelaku usaha patut dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan 

pemasaran barang dan jasa. 

Alasan mengapa dilarangnya barrier to entry dikarenakan dapat 

menguasai produksi dan pemasaran dalam pasar juga didasari pada pasal 

19 dan 24 undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dua pasal tersebut lebih 

khusus melarang menguasai pasar, bersangkutan yang mana bertujuan 

menguasai produksi atau pemasaran, adanya larangan produksi dan 

pemasaran dalam pasar yang dilakukan dengan cara menghambat atau 

menghalangi pelaku usaha tertentu dengan cara yang tidak semestinya 

yang disebutkan dalam pasal 19, dan dilakukan dengan cara bersekongkol 

untuk menghambat/ menghalangi masuknya pelaku usaha baru yang 

disebutkan dalam pasal 24. Dan dalam asas demokrasi yang terkandung 

pada pasal 2 UU Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli 
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dan persaingan usaha tidak sehat juga melarang adanya barrier to entry 

dalam persaingan usaha, yang mana keberadaan situasi kehidupan 

ekonomi nasional memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut 

serta menjadi pelaku usaha yang aktif dalam proses ekonomi tanpa ada 

yang menghalangi/ menghambat.  

Persaingan usaha yang sehat tergambar dengan kondisi pasar 

membolehkan siapa saja yang mau berusaha di pasar tersebut secara wajar 

yang tidak dihalangi keberadaanya. Jika dalam pasar terdapat hanya 

sebagian kelompok pelaku usaha saja dan tidak mempunyai pesaing 

(posisi dominan) maka akan berakhir pada barrier to entry dalam pasar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai barrier to entry dalam 

persaingan usaha di Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah dan UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, dapat disimpulkan: 

1. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap barrier to entry dalam 

persaingan usaha di Indonesia penulis dapat menyimpulkan bahwa 

adanya barrier to entry dalam persaingan usaha di Indonesia tidak 

diperbolehkan dalam hukum islam karena dapat mengarah pada praktik 

monopoli perdagangan yang disebut dengan talaqqi rukban ( 

menghalangi penjual dari desa untuk memasuki pasar dengan 

mencegatnya) merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam islam. 

Hukumnya haram jika bertujuan merekayasa penawaran dengan cara 

menghalangi masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam 

pasar,  

2. Perspektif Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap barrier to 

entry penulis dapat menyimpulkan bahwasanya di larangnya barrier to 

entry dalam pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24 dapat menghalangi dan 

menghambat kepentingan transaksi konsumen. Pada pasal 10 ayat 1 dan 

ayat 2 huruf a dan b dijelaskan dapat merugikan pelaku usaha yang lain,  
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pada asas demokrasi pasal 2 dapat menghambat persaingan, pasal 19 dan 

pasal 24 dapat menguasai produk dan pemasaran dalam pasar yang 

bersangkutan, pasal 17 ayat 1 dan  ayat 2 huruf b dapat mengarah pada 

praktik monopoli, pasal 18 dapat merusak mekanisme pasar, pasal 25 

ayat 1 huruf c dan pasal 15 dapat menimbulkan kondisi dominan bersifat 

umum dalam pasar. 

B. Saran 

1. Dalam melakukan berusaha/usaha di Indonesia para pelaku usaha harus 

memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya agar guna 

mewujudkan ajaran agama islam yaitu hukum ekonomi syariah terkait 

hambatan dan larangan  persaingan usaha yang tidak sehat. Agar 

terciptanya persaingan usaha yang sehat dan terciptanya mekanisme 

pasar yang baik. 

2. Dalam melakukan berusaha/usaha di Indonesia para pelaku usaha harus 

memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya agar guna 

mewujudkan cita cita tujuan yang telah dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 

1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. Agar dalam persaingan usaha di pasar menjadi sehat dan 

terciptanya mekanisme pasar yang baik  
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